PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. LATAR BELAKANG
Surat Inspektorat Kota Yogyakarta Nomor 700.1.2.1/216/R.MASN/A/XI/20204, Tanggal 6 November 2024, Perihal Hasil Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 untuk memasukan ASN dengan jabatan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) menjadi wajib lapor (WL) laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
2. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, harus ditambahkan dan/atau diatur wajib lapor LHKPN bagi ASN dengan jabatan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) di dalam pasal 4 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN
Sasaran yaitu para Wajib Lapor dalam Menyusun dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
Menambahkan wajib lapor LHKPN baru yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (PPUPD) kedalam pasal yang mengatur penyelenggara negara yang menjadi Wajib Lapor LHKPN.
6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan peraturan bagi para Wajib lapor LHKPN.
Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
